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2004. Kehadiran Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah merupakan
tonggak baru dalam hubungan pusat dan Daerah. Disebut demikian karena memiliki

filosofi dan paradigma yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya. Sebagai

konsekuensi logis dari perubahan, daerah memiliki kebebasan yang luas untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah, termasuk dalam pengaturan
kelembagaan.*

Berhasil tidaknya pelaksanaan Otonomi Daerah sebagian besar bergantung pada
Pemerintah Daerah itu sendiri. Pemerintah Daerah adalah merupakan pelaksanaan
fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan
Daerah yaitu Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD).

Sedangkan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau WaliKota, dan

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Di samping itu untuk berhasil tidaknya pelaksanaan Otonomi Daerah, faktor
vang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat daerah yang bertindak
sebagai subyek pembagunan daerahnya dan obyek dari pembagunan itu sendri. Sudah
saat masyarakat didaerah ikut secara langsung dalam menentukan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang nantinya akan memimpin mereka di daerah. Bukan lagi
melalui lembaga perwakilan seperti pada waktu lalu, dimana Kepala Daerah pilihan
Wakil Rakyat di daerah belum tentu sama dengan keinginan rakyat didaerah tersebut.
Karena peranan Kepala Daerah sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas—tugas
daerah, khususnya tugas otonomi. Sehubungan dengan hal ini maka masyarakat
menyatakan berhasilnya tidaknya tugas—tugas darah sangat bergantung pada Kepala
Daerah sebagai mananger yang bersangkutan.’

Berhasil tidak sesecorang yang menjabat suatu jabatan dalam menajalankan
fugas-tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya. Demikian pula halnya
dengan Kepala Daerah, berhasil tidaknya ia menjalankan tugasnya tergantung kepada

kualitas pribadinya.® Maka dari itu perlu dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan
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